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Perdebatan seputar pergeseran kurikulum menarik, ketika dua kubu 
yang berbeda saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, 
yang pertama mengatakan bahwa pergeseran kurikulum dipengaruhi 
oleh faktor ideologi (agama), ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan 
intern pendidikan itu sendiri. Kedua, berargumen bahwa pergeseran 
kurikulum dipengaruhi faktor politik, bahkan struktur politik itu sendiri 
masuk dalam pendidikan. Dengan demikian, tidak dapat dipungiri 
bahwa  perubahan, pergeseran, inovasi dan perkembangan kurikulum 
syarat dengan muatann politis. Hal ini terjadi tidak hanya di negara 
Indonesia, tetapi di seluruh dunia.  
Para ahli pendidikan sepakat, ketika menginginkan kurikulum 
yang ideal dan kuat, diperlukan konsep dan teori yang matang, dengan 
tidak menafikan faktor-faktor yag mempengaruhi, walaupun 
sebenarnya yang dominan itu faktor kurikulum. Disisi lain, perlu 
diperhatikan bahwa tidak hanya perubahan kurikulum yang dibidik 
oleh para ahli pendidikan, tetapi yag lebih penting adalah 
pengembangan kurikulum, karena sifat kurikulum yang mendasar 
adalah dinamis. Dengan pengembangan maka, kurikulum yang ada 
akan terus disempurnakan menjadi kurikulum yang lebih baik. 
 
Kata Kunci: Pergesesan, Perubahan, Inovasi, Pengembangan, Politis. 
 
A. Pendahulan 
 Kurikulum pendidikan Islam pernah mengalami kemajuan 
pesat, seperti diungkap Nakosteen, ketika pendidikan Islam sudah 
mulai diformalkan, masa kemajuan ini pada abad klasik pertengahan, 
content kurikulumnya meliputi; Matematika (Aljabar, Trigometri dan 
Geometri), Sains (Kimia, Fisika dan Astronomi), Kedokteran 
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(Anatomi, Pembedahan, Farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedokteran 
khusus), Filsafat (Logika, Etika dan Metafisika), Kesusasteraan 
(Filologi, Tata Bahasa, Puisi dan Ilmu Persajakan) Ilmu-ilmu Sosial 
(Sejarah, Geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan Politik, 
Hukum, Sosiologi, Psikologi dan Jurisprudensi (Fikih), Teologi 
(Perbandingan Agama, Sejarah Agama, Studi al-Qur’an, Tradisi 
Religius (Hadis) dan topik-topik ilmu keagamaan lainnya.2  
Jika melihat content kurikulum yang telah diuraikan di atas, 
jelas bahwa kurikulum pendidikan Islam pada awalnya terpadu 
(monisme) antara ilmu-ilmu keagamaan (shar‘iyah) dan ilmu-ilmu 
alamiyah (qauniyah). Mengalami pergeseran ketika dunia Islam 
mundur, yaitu terjadi dikotomi ilmu. Selanjutnya muncul abad 
pembaharuan pendidikan Islam, yang jika diamati memunculkan 
sekularisme dan ortodoks. Di sini jelas kurikulum mengalami 
pergeseran. Bila melihat kasus sejarah pendidikan Islam, kurikulum 
bergeser bisa ke arah kemajuan, juga bisa ke arah kemunduran. 
Ada statement yang mengatakan bahwa ganti menteri, 
berubah  pula kurikulumnya, ini juga dibenarkan oleh William J. 
Ellena, kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum adalah respon 
utama dari pengawasan. Operasional dari sistem sekolah dengan 
kepemimpinan yang salah dalam kurikulum adalah potensi sebuah 
kerusakan untuk kualitas pendidikan tiap anak.3  Seraya menguatkan 
pendapat Ellena, William A. Niles, melaporkan bahwa ada sebuah 
tingkatan yang tinggi dari ekspektasi pengawasan sekolah yang harus 
terlibat dalam pengembangan kurikulum. Tetapi secara alami dan lebih 
luas keterlibatan tidak diakui semua.4 Seraya mengurai secara rinci, 
tentang kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum, Saylor dan 
Alexander mengidentifikasikan, bahwa ada tiga tugas lapangan 
                                                            
2 Lihat, Syaifudin Sabda, Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq, 
Desain Pengembangan dan Implementasi, 1-2. 
3 William J. Ellena (Ed.), Curriculum Handbook For School Ececutives 
(Arlington, Virginia: AASA, 1973), 370. 
4 William A. Niles, Pennsylvania Superintendents Perception of Their Role 
In Curriculum Development and The Improvement of Instruction (Temple: University 
Board, 1986), 38. 
 
JURNAL QATHRUNÂ Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2016) 




kepemimpinan kurikulum; (1) Kepemimpinan, adalah proses 
perencanaan kurikulum, (2) Koordinasi, adalah usaha dari semua 
kelompok dan individu bekerja pada problem-problem kurikulum, (3) 
Acting, adalah sebuah agen perubahan untuk perbaikan kurikulum.5 
Jelas bahwa pergeseran kurikulum harus didasarkan pada 
kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang jelas dan acting dalam 
rangka merealisasikan perubahan ke arah yang lebih baik. 
Pergeseran (pengembangan) kurikulum sebenarnya terjadi 
secara umum di semua negara, tidak hanya di Indonesia, sebagai 
contoh Mansour A. M. Bin Salamah, menjelaskan secara panjang lebar 
dalam disertasinya, bahwa pengembangan kurikulum juga terjadi di 
Arab Saudi.6 Terlebih Indonesia adalah negara berkembang, maka 
pergeseran kurikulum lebih sering terjadi dari pada negara maju. 
Beberapa argumen di atas cukup kuat mengatakan bahwa pergeseran 
kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. 
 
 
B. Pergeseran, Inovasi, Pengembangan  dan Perubahan Kurikulum 
                                                            
5 J. Galen Saylor dan William M. Alexander, Curriculum Planning For 
Modern School (New York: Holt Renehart and Wilson, 1966), 505. 
6 Lihat, Mansour A. M. Bin Salamah, An Investigation of the Relationship 
Between Saudi Teachers’ Curriculum Perspectives and Their Preference of 
Curriculum Development Models (Morgantown, West Virginia: Virginia University 
Press, 2001), 40. Kelemahann pengembangan kurikulum di Arab Saudi adalah diakui 
oleh al-Qahtani dan al-Ajroush, bahwa pengambil keputusan kurang kontak dengan 
aktifitas harian atau praktek-praktek di sekolah dan tidak menghadirkan input para 
guru, prinsip-prinsip, orang tua, para siswa dan dalam pengembangan kurikulum. 
Sama halnya Razik dan Willis menegaskan, bahwa mayoritas percaya bahwa 
pengembangan kurikulum untuk memberikan kurikulum dalam hubungannya dengan 
lingkungan. Kenyataan, pengembangan kurikulum adalah secara ketat mendapat 
kontrol dari Kementerian Pendidikan. Deskripsi yang sangat detel dari content di atas  
dan kunjungan supervisi pendidikan adalah arti yang sangat utama untuk mengontrol 
implementasi kurikulum. Lihat, Mansour, An Investigation of the Relationship 
Between Saudi Teachers’ Curriculum Perspectives and Their Preference of 
Curriculum Development Models, 42. 
6 William J. Ellena (Ed.), Curriculum Handbook For School Executives 
(Morgantown, West Virginia: Virginia University Press, 2001), 40. 
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Kerancuan pemahaman akan terjadi ketika perbedaan 
pengertian antara pergeseran, inovasi, pengembangan  dan perubahan 
kurikulum tidak diuraikan secara jelas. 
 
1. Pergeseran 
Terkait dengan pergeseran kurikulum ini, Connelly, Elbaz dan  
Kennedy berpendapat bahwa fungsi guru adalah seorang penggeser 
kurikulum dari guru yang berfungsi sebagai seorang implementer 
kurikulum untuk seorang guru yang berfungsi sebagai seorang 
pengembang kurikulum.7 Hal ini membuktikan bahwa peran seorang 
guru penting sekali dalam pergeseran kurikulum.8 Karena sebab kuat 
terjadinya pergeseran berawal dari guru sebagai pelaksana kegiatan 
belajar mengajar di kelas. 
Jan Parker berpendapat untuk sebuah pergeseran kurikulum, 
bahwa kurikulum akan lebih ideal dan mempunyai model yang baik, 
                                                            
7 Mansour, An Investigation of the Relationship Between Saudi Teachers’ 
Curriculum Perspectives and Their Preference of Curriculum Development Models, 
52-53. 
8 Ada sebuah pendapat, bahwa partisipasi seorang guru dalam 
pengembangan kurikulum bukan hal yang baru. Lebih awal Dewey menebak bahwa 
guru adalah seseorang yang dengan sendirinya dapat membuat kurikulum hidup. 
Didasarkan pada pandangan Dewey, guru bukan hanya sebagai pembuat kurikulum 
tetapi mereka adalah bagian dari seseorang yang mendesain kurikulum untuk 
diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tanpa pandang waktu 
dan tempat. Lihat, J. D. Clandinin dan F. M. Connelly,  Teachers as Curriculum 
Maker, dalam Handbook of Research on Curriculum, (Ed) P. Jackson (New York, 
Macmillan: Publishing Co., 1992), 365. Oleh karena itu pergeseran (pengembangan) 
kurikulum tidak dapat eksis tanpa peran guru. Guru memainkan peran yang dominan 
dalam pergeseran (pengembangan) kurikulum. Lihat, L. Stenhouse, An Introduction 
to Curriculum Research and Development (London: Heinemann, 1975), lihat pula J. 
Jennings, School Reform Based on What is Taught and Learned (Phi Delta: Kappan, 
V 76, 1995), 10. Lihat pula, P. White,  Teacher Empowerment Under “Ideal” School-
Site Autonomy, Educational Evaluation and Policy Analysis, v 14, (1992), 1. 
Demikian pula pergeseran (pengembangan) kurikulum tidak akan eksis tanpa peran 
serta guru. Guru punya peran yang dominan dalam pergeseran (pengembangan) 
kurikulum. Lihat, L. Stenhouse, An Introduction to Curriculum Research and 
Development (London: Heinemann, 1975). Lihat pula, G. I. Maeroff, The 
Empowerment of Teachers, (New York: Teachers College Press, 1988). Lihat pula, L. 
McNeil, Contradictions of Control, (New York: Routledge dan Kegan Paul, 1989). 
Lihat pula, A. Shanker, Reform and the Teaching Profession, dalam Crisis in 
Teaching Perspectives on Current Reforms (Eds) L. Weis ( Altbach: P. G., 1989).  
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bila orientasi kemampuan para siswanya tertumpu pada 3 domain. 
Lebih lanjut Parker mengatakan bahwa para siswa mendesain diri 
mereka dengan interaksi aspek-aspek pengetahuan, skill (action) dan 
sikap (good attitude). Demikian juga bahwa kurikulum mengajak 
kepada kecintaan siswa terhadap pengetahuan, dan menggunakan 
inspirasi guru, mengembangkan kritik kematangan diri, yang demikian 
disebut dengan apresiasi sufistik. Dimana tidak dilegalkan oleh Barnett 
merupakan paradigma superkomplek, dan merupakan sistem nilai yang 
mengandung pengertian bagaimana dan mengapa kepribadian 
merupakan sebuah investasi. Pendekatan ini untuk kurikulum 
merupakan pusat metakognisi dan self-direction dan dikatakan oleh 
Parker sebagai transformasi.9 Singkatnya pergeseran kurikulum berarti 
peralihan atau pemindahan dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya, 
atau dari kurikulum lama ke kurikulum baru, atau pun juga dari 
kurikulum tradisional ke kurikulum modern. Pergeseran kurikulum di 
sini juga lebih bersifat dinamis.   
 
2.Inovasi 
McNeil melaporkan, banyak orang-orang yang percaya bahwa 
inovasi10 kurikulum adalah sebuah kekuatan sekolah.11 Sekolah 
unggulan, sebagai contoh, biasanya berbeda dari yang umum, ia 
mempunyai kekuatan dan daya tarik tersendiri, beda di sini adalah dari 
sisi keunggulannya, seperti unggul bahasanya, ilmu-ilmu sosial maupun 
eksaknya dan lain-lain. Munculnya sekolah unggulan adalah karena ada 
inovasi dalam kurikulumnya. Bila melihat realitas yang demikian 
berarti laporan Neil ada benarnya.  
                                                            
9 Judith Howard, Curriculum Development, 3. 
10 Karakteristik suatu inovasi adalah; kreatif, baru, praktis, perubahan nilai, 
ekonomis, dan merupakan suatu terobosan. Dan lingkup inovasi terdiri dari tiga 
bagian yaitu inovasi struktur (SD 5 tahun), inovasi materi (materi teknologi informasi 
dan komunikasi untuk SMU tahun 2004), dan inovasi proses (e-learning) melalui 
tahapan konwledge, persuasion, decision, implmentation, dan confirmation. Lihat, 
Rogers. M. Everett, Diffusion of Inovations (London: Collier Macmillan Publishers, 
1983), Cet III, 164. 
11McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction (Boston, Toronto: 
Little, Brown and Company, tt.), 121. 
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Lebih lanjut Neil melaporkan, bahwa para sosiolog 
menginformasikan inovasi kurikulum di sekolah lebih banyak daripada 
penemuan kurikulum yang baru. Peminjaman sebuah model kurikulum 
adalah peniruan secara langsung atau sebuah kepentingan bagi personil 
yang baru. Pendahulu dicontoh oleh orang yang datang kemudian, 
dengan cara melihat pusat pembelajaran di daerah lain sebagai bahan 
pembanding. Berikutnya memulai dengan desain kurikulum yang 
mirip, menghindari hal-hal yang tidak benar dan beberapa hal yang 
telah menjadi gabungan dengan inisial pengembangan.12 Report Neil, 
dapat disetujui dengan analog, bahwa inovasi kurikulum lebih mudah 
karena mengembangkan kurikulum yang sudah ada, sementara 
menemukan kurikulum yang baru jauh lebih sulit karena seratus persen 
merubah desain kurikulum yang telah ada, hal ini mesti banyak faktor 
yang terkait dan mempengaruhinya. 
Ada pernyataan menarik dari Parker, bahwa tanpa rasionalisasi 
pekerjaan sekolah tidak akan tercapai.13 Rasionalisasi adalah sangat 
terkait dengan manajemen dan kualitas manajemen yang berimplikasi 
pada kualitas pengajaran dan out put suatu lembaga pendidikan. 
Rasionalisasi sangat terkait dan mendukung terjadinya inovasi 
kurikulum.    
Model-model pengembangan kurikulum nampaknya memiliki 
asumsi bahwa komunikasi yang baik adalah perlu, tulis Neil. Tetapi 
satu kritik yang dimunculkan, sebagai contoh, bahwa sebuah himpunan 
guru mungkin menjadi oposisi sebuah inovasi kurikulum sebab 
tambahnya beban kerja dan jam pelajaran yang lebih panjang 
membutuhkan personil yang banyak.14 Disisi lain, guru yang 
merupakan agen perubahan adalah memperoleh perhatian banyak, tulis 
Neil kemudian. Di Inggris, banyak inovasi kurikulum tumbuh dari 
                                                            
12 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 117. 
13 Pendapat Parker seperti dikutip oleh Khodadad (Khodi) Kaviani, 
“Influences on Social Studies Teachers’ Issue-Selection for Classroom Discussion: 
Social Positioning and Media”, dalam Social Studies Research and Practice, Volume 
1, Number 2, Summer 2006, 3. 
14 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 122. 
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imajinasi kerja guru di kelas. Di Amerika Serikat, bagaimanapun, 
inovasi kurikulum masih memperhatikan apa yang datang dari sekitar 
kelas, melalui pemerintahan dan foundation (yayasan) yang memberi 
support proyek-proyek melalui wartawan-wartawan komersial.15 
Kelihatannya Neil menulis dari dua sisi, top down, yang anti inovasi 
kurikulum, yaitu himpunan para guru, nampaknya sisi ini lebih bersifat 
politis. Kedua, bottom up, yang pro inovasi kurikulum bahkan 
merupakan agen inovasi kurikulum, sisi ini lebih dipengaruhi oleh 
faktor kenyataan yang ada di kelas (sosial). 
Thelma Harms berpendapat, seraya lebih mendukung tulisan 
Neil yang kedua, bahwa guru Amerika mempunyai sebuah peran dalam 
inovasi kurikulum. Dia menebak bahwa peran guru adalah untuk men-
establish-kan sebuah kurikulum yang berbeda.16 Pada akhirnya Neil 
memberikan kesimpulan, bahwa guru harus mensintesakan banyak 
strategi pembelajaran sebagai oposisi yang inhern pada material 
kurikulum yang berbeda dari luar kelas.17 Yang jelas terjadi oposisi 
yang kuat antara realitas dalam kelas dengan kepentingan politis luar 
kelas. Hal ini juga terjadi di Indonesia, terjadinya tabrakan antara 
kepentingan elit politik dengan masyarakat bawah (guru) dalam hal 
inovasi kurikulum. 
James M. Mahan telah menulis pengalamannya pada tataran 
regional, daerah yang luas, dan bangunan –tingkat aktifitas instalasi 
kurikulum.18 Kemudian dia memformulasikan satu dari beberapa 
bimbingan secara spesifik untuk merespon orang-orang terhadap 
inovasi kurikulum pada realitas pengajaran di kelas. Dia membuat 
beberapa generalisasi, (1) meng-establish-kan kondisi pemerintah, (2) 
menyeleksi inovasi kurikulum, (3) memelihara pengenalan kelas 
terhadap inovasi kurikulum, (4) menyediakan mekanisme asisten, (5) 
                                                            
15 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 124. 
16 Thelma Harms, Change – Agent in Curriculum, Young Children 29, No. 5 
(July 1974), 280-288. 
17 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 124. 
18 James M. Mahan Frank, Observations on Innovation in Elementary 
School, Interchange 3, nos. 2-3 (1972), 144-160. 
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memonitor kurikulum di kelas, (6) memelihara kurikulum setelah 
kurikulum diinovasi.19 Generalisasi, Mahan terhadap inovasi kurikulum 
melibatkan  pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan, personil 
pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengadakan inovasi 
kurikulum, serta menjalankan fungsinnya, diantaranya fungsi kontrol 
dan pemeliharaan, yang tidak terlepas dengan pelaksana kurikulum 
yaitu para guru.  
 
3.Pengembangan 
Pengembangan kurikulum (Curriculum Development), 
logikanya, dari kurikulum yang sudah ada dikembangkan menjadi 
kurikulum yang lebih baik. Herma Rosenfeld Mastoon, mendefinisikan 
pengembangan kurikulum sebagai suatu usaha secara sistematis untuk 
mendesain program pendidikan yakni fasilitas-fasilitas pembelajaran.20 
Pengembangan kurikulum, lanjut Herma, harus merupakan sebuah 
proses yang terus menerus. Seperti material dan prosedur yang 
dikembangkan, dicoba dan dirasa, hasil-hasilnya dinilai dan dievaluasi, 
kekurangan-kekurangan mereka dapat diidentifikasi dan direvisi agar 
lebih maju. Hasil pengembangan kurikulum dan program pengajaran 
akan maju secara terus menerus.21 Herma meyakini bahwa 
pengembangan kurikulum tak pernah henti, analisis Herma 
membenarkan pernyataan bahwa pengembangan kurikulum adalah 
sebuah keniscayaan. 
Berbeda dengan Herma, pengembangan kurikulum 
(curriculum development) menurut Zais, adalah sebuah proses 
menentukan bagaimana konstruksi (bangunan) kurikulum itu 
berproses.22 Di sini curriculum construction mirip dengan curriculum 
development. Oemar Hamalik lebih jelas dalam mendukung pernyataan 
                                                            
19 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 129.  
20 Herma Rosenfeld Mastoon, Curricululm Reform in The Art Humanities 
in Pennsylvania: An Evaluation, (tk: Temple University Press, 1989), 17. 
21 Mastoon, Curricululm Reform in The Art Humanities in Pennsylvania: 
An Evaluation, 20. 
22 H.A. Girouk, A.N. Penna dan W.F. Pinar, Curriculum and Instruction 
Alternatives in Education (California: McCutchan Publishing Corporation, 1981),  45. 
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Zais, bahwa pengembangan kurikulum merupakan salah satu proses 
dari perekayasaan kurikulum, dimana perekayasaan kurikulum  harus 
melibatkan, konstruksi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan 
implementasi kurikulum.23  
Dengan Redaksi dan substansi yang berbeda dengan Herma 
dan Zais, Ralph Tyler, mendefinisikan pengembangan kurikulum 
adalah proses yang mengaitkan satu komponen kurikulum dengan 
komponen kurikulum lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang 
lebih baik. Untuk mendapatkan kurikulum yang lebih baik Ralph Tyler 
mengatakan ada empat kelompok penentu pengembangan kurikulum, 
yaitu; (1) the philosophy of community, the school and the teacher, (2) 
the expectation, need and/or demands of society (parents, local 
community, national government, etc….), (3) the nature of the learner 
(level of physical, mental, and psychological growth and development), 
(4) the nature of discipline to be tought (content).24 
Dari  tiga ahli kurikulum dijumpai definisi yang berbeda 
antara satu dan lainnya. Herma lebih menekankan desain fasilitas 
pembelajaran, sementara Zais bagaimana konstruksi kurikulum 
berproses dan Tyler menghasilkan kurikulum lain yang lebih baik. 
Menurut analisa saya, ketika fasilitas pembelajaran didesain dengan 
baik akan membentuk konstruksi kurikulum yang kokoh, sehingga 
memanifestasikan suatu kurikulum yang lebih baik daripada kurikulum 
sebelumnya. Analisis ini diperkuat Ahmad, dkk, bahwa pengembangan 
kurikulum merupakan suatu proses yang merencanakan, menghasilkan 
suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian 
terhadap kurikulum yang telah berlalu, sehingga dapat memberikan 
kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain 
                                                            
23 Konstruksi kurikulum adalah proses pembuatan keputusan yang 
menentukan hakikat dan rancangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah 
prosedur pelaksanaan pembuatan konstruksi kurikulum, dan implementasi kurikulum 
adalah proses pelaksanaan kurikulum yang dihasilkan oleh konstruksi dan 
pengembangan kurikulum. Lihat, Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan 
Kurikulum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 14. 
24 M. Ahmad, dkk, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Pustaka Setia, 
1998), 62.  
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pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan 
kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas 
dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu.25 
Ide yang cukup bryliant dari Filosof pendidikan Franklin 
Bobbitt (1876-1956) dan Werrett Charters, pengembangan adalah 
mesin teori. Teori adalah mengembangkan efesiensi pada sekolah-
sekolah yang mengimplementasikan ide-ide tertentu; eliminasi kelas-
kelas kecil, rasio guru-siswa, pemotongan gaji-gaji guru ketika 
diperlukan dan lain-lain.26 Ketika teori pengembangan kurikulum sudah 
cukup kuat, maka implementasinya dalam manajemen sekolah menjadi 
cukup baik. 
Beauchamp (1975) mengidentifikasi model pengembangan 
kurikulum, menurutnya ada tiga komponen yang esensial, pertama, 
include dalam filsafat kurikulum, kedua, sebuah model konsep disiplin, 
ketiga, teori pembelajaran.27 Sementara, Hilda Taba 
mengidentifikasikan tujuh langkah rencana pengembangan kurikulum; 
(1) mendiagnosis kebutuhan, (2) menformulasikan tujuan, (3) 
menyeleksi content, (4) mengorganisir content, (5) menyeleksi 
pengalaman belajar, (6) mengorganisir pengalaman belajar, (6) 
penentuan evaluasi dan metode serta arti yang akan dilakukan.28  
                                                            
25 M. Ahmad, dkk, Pengembangan Kurikulum, 64. 
26 Bobbitt mempublikasikan buku ini dengan judul ”Kurikulum Tahun 
1819”, ia menjelaskan metode-metode untuk pengembangan kurikulum, indikasi 
hanya subject matter bukan sesuatu yang disediakan. Lihat, Susan Pennnock Smith, 
Barriers Encountered In The Instruction of Students Who Have Sustained Brain 
Injuries: An Instructional Curriculum To Assist in Eliminating Barriers (Detroit, 
Michigan: Graduate School of Wayne State University, 2005), 18. 
27Lihat, Rosalie M Mirenda, A Conceptual - Theoretical Strategy For 
Curriculum Development in Baccalaureate Nursing Programs (tk: Widener 
University Press), 5-6. 
28 Hilda Taba, Curriculum Development: Theory and  Practice (New 
York: Harcourt, Brace and World, 1962), 12. Walaupun berbeda dengan Beauchamp 
dan Taba, tetapi dapat dijadikan bahan pembanding, The Directorate of Research and 
Curriculum, mengembangkan Comprehensive Project of Curriculum Development 
(CPCD). Yang terdiri dari 6 tahapan; yaitu (1) Mempelajari realita dan menentukan 
pondasi dan kriteria pengembangan kurikulum oleh individu-individu secara khusus, 
(2) menyiapkan dokumen kurikulum yang di dalamnya mengandung tujuan, content 
kognitif, arti dan aktifitas pembelajaran, evaluasi dan kriteria secara teknik dari buku-
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Judith Howard, sedikit memperkuat identifikasi Beauchamp 
dan Taba di atas, kurikulum yang baik adalah akan merencanakan 
pembelajaran untuk menempatkan komunitas-komunitas praktek dalam 
kelompok kerja dan kelompok evaluasi.29 Langkah selanjutnya adalah 
merealisasikan rencana pengembangan ini. Ketika pelaksanaan 
pengembangan kurikulum sudah cukup baik, maka pengembangan itu 
juga akan berfungsi dengan baik. Daniel dan Laurel N Tanner, 
menyebutkan setidaknya ada empat fungsi pengembangan kurikulum, 
(1) mengidentifikasi obyek, (2) menyeleksi arti untuk dicapai dari 




Perubahan kurikulum sebenarnya merupakan kegiatan yang 
sengaja dilakukan apabila salah satu atau beberapa komponen 
kurikulum dalam waktu tertentu perlu diperbaiki atau diubah.31 Ketika 
diperbaiki berarti tidak berubah total, diubah bisa juga berarti berubah 
total. Menurut McNeil ada 5 tahap perubahan kurikulum, yaitu: 
pertama, penggantian (substitution). Satu elemen yang dapat 
menggantikan untuk kurikulum yang sedang berjalan. Penggantian atau 
penukaran, misalnya mengganti buku pelajaran yang lama dengan yang 
baru, metode yang lama dengan yang baru, atau menukar guru atau 
kepala sekolah. Kedua, perubahan (alteration). Mengadakan perubahan 
dalam struktur yang ada, misalnya menyerahkan bimbingan dan 
                                                                                                                                              
buku para siswa dan petunjuk para guru, (3) mempersiapkan learning material yang 
memuat tulisan buku-buku sekolah dan petunjuk guru untuk semua subyek, (4) 
ekperimen yang terdiri dari implementasi buku-buku sekolah pada sekolah-sekolah 
secara random kemudian mengubah dalam sebuah keberhasilan, (5) generalisasi yang 
di dalamnya terdiri dari desain buku-buku sekolah dan cetakan mereka kemudian 
mengirim ke seluruh negeri, (6) evaluasi dan supervisi secara berkesinambungan 
untuk mengembangkan buku-buku sekolah. 
29 Judith Howard, Curriculum Development  (tk.: Center for the 
Advancement of Teaching and Learning Elon University, tt.), 3. 
30Daniel and Laurel N Tanner, Curriculum Development: Theory into 
Practice (New York: Macmillan Publishing Co, 1980), 83. 
31 M. Ahmad, dkk, Pengembangan Kurikulum, 64. 
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penyuluhan kepada seorang ahli sedangkan selama ini dipegang oleh 
guru. Dengan kata lain, perubahan cocok ketika sebuah perubahan 
dikenalkan ke dalam eksistensi material dengan harapan akan 
memunculkan yang baru dan kemudian siap diadopsi. Ketiga, 
kekacauan (perturbation). Beberapa perubahan ini bersifat pengacauan, 
tetapi guru-guru dapat menyesuaikan mereka secara fair dalam tempo 
yang singkat. Kebanyakan guru dalam hal ini, dengan mudah keluar 
memberi penghargaan untuk sebuah perubahan pada schedule kelas dan 
setiap waktu memberi penghargaan untuk pengajaran. Keempat, 
perubahan re-struktur (restructuring changes). Perubahan ini mengarah 
pada modifikasi sistem itu sendiri. Desentralisasi dan konsep baru dari 
peran pembelajaran adalah beberapa contoh re-strukturisasi. Ketika 
para siswa dan orang tua mulai berpartisipasi pada seleksi yang 
obyektif dan mendesain kesempatan pembelajaran, ini adalah sebuah 
perubahan sistem. Kelima, perubahan yang berorientasi nilai (value 
orientation changes). Ini merupakan tingkat yang fundamental dari 
partisipasi orientasi nilai. Ketika sebuah sekolah mulai mempekerjakan 
para guru baru yang dapat menumbuhkan nilai kepribadian siswa atau 
lebih banyak merekontruksi nilai-nilai sosial daripada pencapaian 
akademik, beberapa orientasi nilai seperti ini disebut perubahan.32  
Ronald Lippitt, seorang psikolog sosial terkemuka aktif 
mencermati pengembangan kurikulum, dia mendapatkan 6 fase 
perubahan kurikulum. Modelnya lebih komprehensip daripada model-
model perubahan yang lain. Lippitt adalah seseorang yang  sedikit 
melihat tentang keterlibatan anak didik dalam perubahan dan 
spesifikasi fungsi bahwa kepemimpinan guru dalam penerimaan dan 
penggunaan inovasi lebih besar. Jika garis pedoman Lippitt untuk 
komite kurikulum diikuti, sekolah kita mempunyai lebih banyak 
keefektifan material kurikulum. Enam fase perubahan kurikulum 
menurut Lippitt, yaitu; (1) Pemanfaatan Sumber Baru (New Resources 
Utilization), (2) Presentasi Sumber Baru (Presentation of New 
Resources), (3) Adopsi Sumber Baru (New Resources Adoption), (4) 
                                                            
32 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 116-117.   
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Pencarian Sumber Baru (New Resources Search), (5) Distribusi Sumber 
Baru (New Resources Distribution), (6) Pengembangan Sumber Baru 
(New Resources Development).33 Bila dibandingkan tahap perubahan 
kurikulum menurut Neil lebih mendasar dengan metode yang cukup 
revolusioner. Sementara Lippitt, nampak lebih hati-hati dan akomodatif 
dengan pihak sekolah, dengan metode yang halus, seolah-olah tidak 
terjadi perubahan tetapi sebenarnya berubah.  
Bila dicermati sumber perubahan kurikulum berasal dari dua 
pihak, pertama para administrator sekolah, kedua, guru di kelas. Hal ini 
sering terjadi konflik. Seperti dinyatakan oleh para sosiolog, bahwa 
para administrator sekolah bagaikan kumpulan orang-orang “di 
pertengahan” sedikit kemungkinan untuk mengadakan perubahan 
kurikulum. Lebih lanjut diperkuat Art Gallaher, Jr., sebagai contoh, 
ungkapnya, bahwa pada organisasi formal, para administrator sekolah 
harus menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang berbeda. 
Mereka tidak mengasingkan diri dari publik dan tempat-tempat formal 
seperti sekolah. Kemudian masalah perubahan kurikulum tidak dapat 
berhenti terlalu lama dengan para administrator.34  
Connelly and Elbaz melaporkan bahwa pada dasarnya para 
guru melawan adanya perubahan kurikulum.35 Dalam hal ini, Smith dan 
kawan-kawan, memperkuat Connelly dan Elbaz, pernyataannya, setiap 
orang terlibat dalam pengembangan kurikulum, tetapi semua orang 
                                                            
33 McNeil, Curriculum A Comprehensive Introduction, 119-121. Bahkan 
kurikulum sekolah selalu ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaannya tempat 
sekolah itu berada, lihat, S. Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 
1995), 158. Dimana masyarakat dan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. 
34 Lihat, Jr. Art Gallaher,: Directed Change in Formal Organizations: The 
School System, Change Processes in the Public Schools (Eugene, Ore: The Center For 
The Advanted Study of Educational Administration, 1995). 
35 F. M. Connelly  dan  F. Elbaz, “Conceptual Bases for Curriculum 
Thought: A Teacher’s Perspective, dalam  Considered Action for Curriculum Thought 
(Alexandria: Fashay, A. W., Yearbook of the Association for Supervision and 
Curriculum Development, 1980), 106. 
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melawan adanya perubahan kurikulum, perlawanan ini datang dari para 
guru, siswa, para administrator dan organisasi dari setiap golongan.36 
Uraian di atas memberikan garis bawah bahwa perbedaan 
antara pergeseran (shift), inovasi (innovation), pengembangan  
(development), dan perubahan (change) kurikulum adalah sangat 
minim, hampir tidak kelihatan. Seperti pergeseran diartikan peralihan 
atau pemindahan, juga diartikan perubahan. Inovasi diartikan 
pembaharuan, tetapi juga diartikan perubahan. Pengembangan adalah 
perbaikan dari yang sudah ada berarti juga berubah. Sementara 
perubahan itu sendiri diartikan pergantian atau perbaikan. Dengan 
demikian menurut kesimpulan saya, perbedaan ini sangat minim 
bahkan hampir tidak kelihatan. Sementara persamaannya adalah jelas 




36 B. Smith, W. Stanley, dan J. Shores,  Fundamentals of Curriculum 
Development (New York:  Harcourt, Brace, and World, 1957), 425. Jika kurikulum 
terpadu iptek dan imtaq yang dikembangkan betul-betul menjadi sebuah kurikulum 
baru, maka bias dimaknai sebagai curriculum construction. Jika ia merupakan sekedar 
perbaikan atau penyempurnaan maka ia dapat dimaknai curriculum innovation atau 
curriculum reconstruction Lihat, Syaifuddin Sabda, Model Kurikulum Terpadu Iptek 
dan Imtaq (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), 52. 
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C.  Dua Pendapat yang Berbeda 
Definisi kurikulum mempunyai bermacam-macam 
pemahaman seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan 
teknologi. Oleh karena itu pemahaman kurikulum sekarang –
pemahaman kaum modernist– mesti berbeda dengan pemahaman 
kurikulum para kaum tradisionalist, dimana mereka –kaum 
tradisionalist– memandang kurikulum adalah subyek yang diorganisir 
oleh guru untuk murid-muridnya.37 Hal ini dikuatkan oleh Tanner dan 
Tanner, perubahan definisi kurikulum harus menampilkan bagaimana 
konsep dan fungsi kurikulum terlibat dalam melihat perubahan konsep 
ilmu pengetahuan, pembelajar, dan fungsi pendidikan.38 Agak sedikit 
beda dengan Darder, bahwa kurikulum dapat dipandang sebagai 
presentasi dokumen untuk diimplementasikan bukan keharusan untuk 
dikembangkan dalam hubungannya dengan respon untuk implementasi 
dari kurikulum.39 Diskusi Darder diteruskan Beauchamp, bahwa 
kurikulum menurutnya adalah sebuah dokumentasi dimana berisi 
tulisan yang menggambarkan scope dan arrangement dari proyek 
program pendidikan, sebagai dasar struktur lingkungan dari para guru 
untuk mengembangkan strategi pembelajaran secara spesifik di kelas.40 
Apa yang dikatakan Beauchamp sebenarnya memberikan sinyal bahwa 
pergeseran kurikulum itu dipengaruhi oleh faktor budaya (culture) dan 
politik. Sebagai sebuah cara pandang yang berbeda maka faktor yang 
mempengaruhi pergeseran kurikulum dapat diklasifikasikan pada dua 
pendapat yang berlainan, yaitu:   
  
                                                            
37 Mastoon, Curricululm Reform in The Art Humanities in Pennsylvania: 
An Evaluation,  16.  
38 Daniel dan Laurel N Tanner, Curriculum Development: Theory Into 
Practice (New York: Macmillan Publishing Co, 1980), 43. 
39 Darder, Culture and Power in the Classroom (New York: Bergin and 
Garvey, 1991), 19. 
40 G. A. Beauchamp, Curriculum Theory: Meaning, Development, and 
Use. Theory Into Practice (tk: tp, 1982), 25. 
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1. Pergeseran kurikulum dipengaruhi oleh faktor ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, dan agama. 
Anwar Jasin, seperti ditulis dalam disertasi doktornya, bahwa 
banyak faktor yang mendorong perubahan kurikulum, seperti faktor 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi dan faktor 
intern pendidikan itu sendiri.41 Walaupun tidak tertuju langsung pada 
pergeseran kurikulum, namun indikatornya jelas ke sekolah, pastinya 
itu kurikulum, Larry Cuban, menulis dalam bukunya, bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan perubahan daerah dan sekolah –dalam hal ini 
kurikulum– adalah demografi, culture (kebudayaan), politik, sosial dan 
ekonomi.42 Di sini Cuban tidak memasukkan faktor ideologi (agama), 
tetapi ia memunculkan faktor demografi. Berbeda dengan Anwar, 
dimana faktor ideologi (agama), bahkan teknologi dan faktor intern 
pendidikan itu sendiri, ia masukkan, sebagai suatu faktor  yang 
mempengaruhi pergeseran kurikulum. Nampakknya perbedaan 
keduanya masih relatif kecil dan bisa ditolelir. 
Catatan Audrey Osler, juga dapat dijadikan penguat, bahwa 
dalam seminar internasional dan interdisipliner di Harvard University 
tahun 2002, kehidupan dan pengalaman senantiasa berkembang sampai 
hari ini yang senantiasa berhubungan dengan realitas ekonomi, proses 
sosial, inovasi teknologi dan media, dan arus budaya yang melewati 
                                                            
41 Anwar Jasin, “Pembaharuan Kurikulum SD di Indonesia Suatu Analisa 
Perkembangan tentang Perubahan Konseptual Kurikulum Sekolah Dasar Sejak 
Proklamasi Kemerdekaan dengan Menggunakan Bahan-bahan yang Relevan”, 
Disertasi IKIP Jakarta, 1983, 5. Dalam mengembangkan dirinya manusia –sebagai 
subyek dan obyek kurikulum– tidak dapat berdiri sendiri, dia membutuhkan lembaga-
lembaga sosial, dia membutuhkan masyarakat dan negara. Dia membutuhkan sistem 
nilai dan ideologi yang membutuhkan pedoman dan tujuan hidupnya sebagai warga 
dari suatu negara. Begitu pula sebaliknya, proses hidupnya sebagai pribadi ikut 
memberi bentuk pada lembaga-lembaga sosial, sistem nilai dan ideologi yang 
bersangkutan. Lihat, Rafael Raga Maran, Pengantar  Sosiologi Politik (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1999), 7.   
42 Larry Cuban menjelaskan faktor-faktor ini, untuk sekolah di Amerika, 
dimana sistem sekolah dan kurikulumnya adalah  desentralisasi. Lihat Larry Cuban, 
dalam Philip W. Jakcson (ed.), Hand Book of Research on Curriculum (New York: 
Macmillan Publishing Company, 1999), 217. 
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batas-batas negara dengan kejadian yang lebih besar.43 Cacatan Audrey 
tidak menyebut kurikulum di sini, tetapi kurikulum sangat erat 
hubungannya dengan kehidupan, dimana kehidupan itu dinamis 
disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebut. Audrey 
juga tidak menyebut faktor ideologi (agama) dan politik dalam 
catatannya. Pergeseran kurikulum pastinya erat sekali hubungannya 
dengan pendidikan, para antropolog, seperti dilaporkan oleh Levinson, 
setuju bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas yang bersifat 
manusiawi berdasarkan pada kehidupan sosial yang mengharuskan 
adanya hubungan dengan politik, ekonomi dan dimensi budaya dalam 
masyarakat.44 Laporan Levinson nampaknya diperkuat oleh Durkheim, 
investigasi sejarah ungkap Durkheim, dari formasi dan pengembangan 
sistem pendidikan mewujudkan bahwa mereka –orang-orang yang 
terlibat dalam dunia pendidikan– tergantung pada agama, organisasi 
politik, tingkat pengembangan sains dan negara industri.45 Pendidikan, 
lanjut Durkheim, kemudian, hanya berarti jika dapat menyiapkan 
masyarakat, seperti para siswa, sementara kondisi yang esensial dari 
pendidikan itu sangat diperlukan.46 Henry, setuju dengan Durkheim, 
bahwa pendidikan adalah dapat mengantisipasi sesuatu dan selalu 
                                                            
43 Kondisi lokal dan global tidak bisa ditawar lagi harus berhubungan 
dengan kehidupan kita sehari-hari, kurikulum sekolah membutuhkan hubungan-
hubungan ini secara eksplisit. Lihat, Audrey Osler dalam, Alex More (ed.) Schooling, 
Society and Curriculum, 101-102. Bandingkan dengan catatan Alan Peskhin dalam 
Philip W. Jakcson (ed.) Hand Book of Reserch on Curriculum,  248. 
44 B. A. U. Levinson, “Whither the Symbolic Animal? Society, Culture, 
and Education at The Millennium”, Dalam B. A. U. Levinson, K. M. Borman, M. 
Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, dan M. Sutton (Eds.), Schooling the Symbolic 
Animal: Social and Cultural Dimensions of Education (Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield, 2000), 3. 
45 E. Durkheim, The Nature of Education.  Dalam B. A. U. Levinson, K. 
M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, dan M. Sutton (Eds.), Schooling the 
Symbolic Animal: Social and Cultural Dimensions of Education ( Lanham, MD: 
Rowman dan Littlefield, 2000), 58. 
46E. Durkheim, The Nature of Education.  Dalam B. A. U. Levinson, K. 
M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, & M. Sutton (Eds.), Schooling the 
Symbolic Animal: Social and Cultural Dimensions of Education, 61. 
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untuk yang lain.47 Produk dan reproduksi dari kebudayaan ini di 
sekolah, oleh karenanya, sebuah situasi realitas  dan identitas sosial 
sangat mendesak.48 Eksistensi kurikulum dalam pendidikan adalah 
merupakan bagian dari proses formal dari sekolah. Scribner dan Cole 
setuju dengan statement ini, sebuah teori pendidikan formal juga 
memerlukan teori bagaimana belajar dan bagaimana berfikir 
mengembangkan skill individu sebagai anggota masyarakat dan 
bagaimana proses pendidikan (pengembangan / pergeseran kurikulum 
juga merupakan sebuah proses pendidikan) memberikan kontribusi 
untuk jenis skill-skill ini.49 Konsekwensinya, seseorang dapat 
memperluas hal ini untuk mengimplikasikan bahwa pendidikan dan 
faktor-faktor yang telah disebut, komponen utamanya adalah 
manifestasi budaya dan arti hubungan, dalam proses pengembangan 
kurikulum.  
Boykin, mengingatkan para pendidik, bahwa kita harus sadar 
dari sebuah obsesi dengan homogenitas sosial dan kontrol sosial untuk 
memprediksi sebuah sistem pada kebudayaan dan ras yang berbeda-
beda. Anak-anak tidak berasal dari latar belakang yang sama dan 
mereka juga tidak memiliki pengalaman yang sama pula. Kita 
mengakui dan menghormati perbedaan sosial dan pendidikan ini.50  
Ladson-Billings, melaporkan bahwa banyak sekolah yang 
berharap mempunyai sebuah lingkungan yang kondusif untuk 
merekayasa kurikulum,51 bahwa kurikulum itu respon terhadap 
                                                            
47 Lihat, J. Henry, Education and the Human Condition, dalam B. A. U. 
Levinson, K. M. Borman, M. Eisenhart, M. Foster, A. E. Fox, dan M. Sutton (Eds.), 
Schooling the symbolic animal: Social and cultural dimensions of education. 
48 R. Erickson, dan J. Schultz, (1982). The counselor as Gatekeeper: 
Social Interaction Interviews (New York: Academic Press, 1982).  
49 S. Scribner dan M. Cole, Cognitive Consequences of Formal and 
Informal Education (tk: tp, 1973), 553. 
50B. S. M. S. Dawn A. Lauridsen, What Are Teachers’ Perception of The 
Curriculum Development (New York: The Ohio State University press, 2003), 50.  
51 Dalam merekayasa kurikulum perlu diingat aktifitas kurikulum. 
Montgomery, mencatat bahwa dasar aktifitas kurikulum adalah kurikulum inti (core 
curriculum), fleksibel, dan kontrak belajar. Lihat, Patricia C. Montgomery, “Toward 
Freedom in Education: A Survey of Independent Alternative School” (Unpublished 
Doctor’s Dissertation Wayne State University, Detroit, Michigan, 1980), 99-100.   
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masyarakat dan kebudayaan dalam mengembangkan kurikulum yang 
akan segera diimplementasikan. Banyak guru setuju bahwa mereka 
bekerja supaya murid mereka sukses, setiap orang dari mereka, 
bagaimanapun juga mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, 
etnis dan bahasa. Bagaimanapun, kebudayaan harus menjadi dasar 
pengajaran, bukan hanya semata-mata mencocokan dengan eksistensi 
ekonomi dan sosial siswa. Siswa membutuhkan pemikiran kebudayaan 
mereka yang paralel dan berselisih dari kebudayaan sekolah (atau 
kebudayaan yang lain) dan bagaimana tradisi itu diharuskan. 
Kebudayaan relevan dengan pengajaran yang melibatkan 
pengembangan pemahaman yang mendalam dari kesadaran budaya dan 
apresiasi setiap waktu. Ini adalah kebudayaan yang relevan dengan 
pendidikan dan praktek pengajaran adalah bagian dari eksistensi sosial 
yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum.52   
Oleh karena itu, tegas Ralph Tayler dan John Dewey, 
pengetahuan kurikulum senantiasa didesain dan dikembangkan terus 
menerus supaya terlibat dengan perubahan masyarakat dan 
menempatkan perkembangan baru pada sistem pendidikan. Dengan 
demikian fondasi kerja kurikulum adalah by theory. Pengembangan 
(pergeseran) kurikulum, lanjut Tayler dan Dewey harus terjadi dan 
kurikulum juga harus relevan dengan tuntutan masyarakat sekarang dan 
yang akan datang.53 Tuntutan masyarakat, berarti tuntutan sosial. 
Mansour A. M. Bin Salamah, ketika menulis disertasinya 
mencontohkan kurikulum Arab Saudi, bahwa kebijakan pendidikan 
yang ada di Arab Saudi, yaitu kurikulum akan membantu para siswa 
untuk berpartisipasi dalam pengembangan sosial. Dengan kata lain, 
kurikulum akan membantu siswa aktif menemukan solusi untuk 
                                                            
52 B. S. M. S. Dawn A. Lauridsen, What Are Teachers’ Perception of The 
Curriculum Development, 51. Bandingkan  dengan,  G. Ladson-Billings, Reading 
Between the Lines and Beyond the Pages: A Culturally Relevant Approach to Literacy 
Teaching. Theory Into Practice (tk: tp, 1992),  312-320. 
53Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered In The Instruction 
of Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To 
Assist in Eliminating Barriers (Detroit, Michigan: Graduate School of Wayne State 
University, 2005), 15 – 16.  
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masalah-masalah sosial dan lingkungan yang ada sekarang. Setuju 
dengan kebijakan Kementerian Arab tersebut, kurikulum fleksibel dan 
mengatur keadaan siswa dimana mereka berada.54 Identik dengan 
Mansour, Dawn A. Lauridsen berpendapat, bahwa proses 
pengembangan kurikulum dan persepsi para guru dalam pengembangan 
kurikulum adalah merupakan fenomena sosial. Pemberian aspek sosial 
dari proses pengembangan kurikulum, lensa penafsiran/konstruksi 
adalah tepat untuk eksplorasi proses pengembangan kurikulum.55 
Pendapat Dawn diperkuat Wolcott, bahwa kebudayaan dan sosial 
mempengaruhi secara inhernt dalam proses pengembangan/pergeseran 
kurikulum, Wolcott mengakui bahwa ilmu pengetahuan adalah sosial 
yang dibangun oleh para generasi dan individu.56   
Kurikulum adalah sebagai pedoman para siswa dan guru 
untuk belajar dan mengajar, Greg Light dan Roy Cox, menulis, belajar 
adalah suatu proses perubahan, perubahan tidak hanya dalam 
hubungannya dengan intelektual saja tetapi kita harus mendasarkan 
pada kepribadian, sosial, dan perubahan nyata.57 Begitu besarnya 
pengaruh aspek sosial dalam pergeseran kurikulum sampai perubahan 
dalam hasil belajarpun tidak hanya aspek intelektual saja tetapi juga 
aspek sosial.    
Ornstein dan Hunkins menjelaskan bahwa pendekatan 
kurikulum adalah sebuah pendekatan yang merefleksikan posisi secara 
                                                            
54 Mansour, An Investigation of the Relationship Between Saudi Teachers’ 
Curriculum Perspectives and Their Preference of Curriculum Development Models, 
40. Berdasarkan 207 artikel, secara umum karakteristik kurikulum menurut 
Kementerian Pendidikan Arab Saudi adalah kurikulum harus mempunyai; (1) sumber 
dari Islam, dasar dan sistem negara, (2) konsisten dengan kebutuhan dan obyek 
negara, (3) sesuai dengan tingkatan siswa, (4) pencapaian standar siswa dan 
pencapain tujuan pendidikan, (5) seimbang, fleksibel dan sesuai untuk kondisi dan 
situasi yang variatif. Lihat, Ministry of Education,  Educational Policy in the 
Kingdom of Saudi Arabia ( Saudi Arabia, 1980), 38.  
55 B. S. M. S. Dawn A. Lauridsen, What Are Teachers’ Perceptions of The 
Curriculum Development Process?, 10. 
56 H. Wolcott, Education as Cultural Transmission and Acquisition, dalam 
International Encyclopedia of Education (Oxford, England: Pergamon, 1994), 1724. 
57 Greg Light dan Roy Cox, Learning and Teaching in Higher Education 
(London: Paul Chapman Publishing, 2001), 69. 
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holistik atau sebuah metaorientasi yang didasarkan pada sebuah 
orientasi kurikulum (filsafat seseorang, pandangan sejarah, pandangan 
psikologi, teori pembelajaran, dan pandangan isu-isu sosial), beberapa 
domain kurikulum (umum dan mementingkan pengetahuan di 
lapangan), dan prinsip-prinsip kurikulum baik secara teori dan 
praktek.58 Ornstein dan Hunkins masih mengatakan keterlibatan 
kurikulum dengan faktor sosial yang merupakan faktor, dimana tidak 
dapat dipisahkan dengan faktor lain. Dalam bahasa yang berbeda 
Oliver melihat bahwa perbaikan (kemajuan) kurikulum adalah sebuah 
usaha secara kooperatif dan pengakuan kuat terhadap keterlibatan para 
guru, pembelajar, publik, administrasi dan konsultan.59 Kurikulum 
terlibat dengan apa yang disebut Oliver, seperti guru, pembelajar, 
publik dan lain-lain adalah merupakan unsur / komponen sosial yang 
ada di masyarakat.  
Membuat buku-buku teks siap pakai yang memungkinkan 
memberi perhatian secara kompleks terhadap para siswa dari ruangan 
kelas juga merupakan salah satu definisi kurikulum, seperti 
pembelajaran tentang kemanusiaan dan interes para guru atau sebuah 
kompleksitas dari politik, ekonomi,60 kebudayaan, sejarah dan aspek-
aspek kehidupan dari kehidupan sekolah.61 Buku teks yang baik mesti 
disusun berdasarkan kurikulum yang sedang berkembang, sehingga 
scope dan squence-nya sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada 
saat ini. Dengan demikian pendapat yang pertama ini tetap mengatakan 
bahwa pergeseran kurikulum dipengaruhi oleh faktor ideologi, agama, 
                                                            
58  Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered in The Instruction 
of  Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To 
Assist in Eliminating Barriers, 67. 
59 Albert I. Oliver, Curriculum Improvement: A Guide to Problem, 
Priciples and Procedures (New York: Dodd, Mead  dan  Co., 1965), 47-48. 
60Perdebatan teori kurikulum memunculkan berbagai macam paradigma, 
tetapi paradigma itu bukanlah sebuah representasi literal dari dunia pengembangan 
kurikulum, tetapi sebuah percaturan ekonomi dan skema yang sederhana untuk 
dipraktekan dengan proses yang komplek dari dunia kurikulum. Lihat, Daniel dan 
Laurel N Tanner, Curriculum Development: Theory into Practice, 97. 
61 Lihat, Mansour, An Investigation of the Relationship Between Saudi 
Teachers’ Curriculum Perspectives and Their Preference of Curriculum Development 
Models, 40. 
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sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan - 
teknologi. 
 
2. Pergeseran kurikulum dipengaruhi oleh faktor politik, bahkan 
situasi politik masuk dalam situasi pendidikan 
John I. Goodlad berpendapat, bahwa perencanaan, 
pengembangan, pergeseran dan perubahan  kurikulum62 adalah proses 
politik,63 bahkan proses politik adalah sebuah proses ideologi yang 
menentukan ending (akhir) dan arti pendidikan. Statement lain 
mengatakan bahwa struktur politik masuk dalam situasi pendidikan. 
Unik dan sensitive hubungan antara lokal, negara dan pemerintah 
daerah dalam memberikan support dan mensikapi masalah-masalah 
sekolah, demikian contoh di Amerika.64  
Secara sederhana, bahwa pergeseran kurikulum karena adanya 
masalah-masalah pembelajaran yang bermula dari kelas sebagai tempat 
belajar. Kemudian sampai kepada pemerintah sebagai penentu 
kebijakan –pembuat, perubah, pengembang dan inovator kurikulum. 
Proses politik dalam pergeseran kurikulum, saya amati, sejak dari 
kelas. Seperti Olivia Bevis dalam disertasinya yang sedikit 
menguraikan ”Politics in The Classroom”, dia melaporkan, bahwa 
power (kekuasaan/kekuatan) selalu menjadi isu dalam dunia politik. 
Ketika seorang guru menjadi informator, menyampaikan yang benar 
dan salah, membuat tata tertib di kelas, dan merespon hubungan, 
menganalogikan, membuat asumsi, mengimplikasikan ide dan teori, itu 
                                                            
62 Laurel N Tanner berpendapat, bahwa sumber obyek kurikulum adalah 
masyarakat, pembelajar, dan dunia ilmu pengetahuan, lihat, Laurel N Tanner, 
Observation: Curriculum History As Usable Knowledge, Curriculum Inquiri (tk: tp, 
1982), 409. 
63 Proses politik juga terjadi di dalam kelas. Dalam kegiatan belajar 
mengajar misalnya, sikap pendidik bermacam-macam, ada yang otoriter ada pula 
yang demokratis. Kedua sikap ini adalah otoritas atau power (kekuasaan) seorang 
pendidik di kelas. Dimana kekuasaan seolah-olah adalah ending dari politik. Lihat,  J. 
Krishnamurt, Education and Significance of Life (San Fransisco: Harper and Row, 
1953), 36.  
64 Goodlad dalam David J. Flinders dan Stephen J. Thornton (ed.), The 
Curriculum Studies Reader, 62. 
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semua adalah power (kekuasaan) guru di dalam kelas. Demikian pula 
ketika guru mengkritik, mengevaluasi, juga power guru dalam kelas. 
Ketika guru membuat semua keputusan,  menjalankan prosedur, dan 
menentukan siapa yang berbicara. Dan ketika pertanyaan itu harus 
ditanyakan dan dijawab, semua itu adalah power (kekuasaan) seorang 
guru di dalam kelas.65 Karena besarnya otoritas guru terhadap 
siswanya, sampai ada penelitian yang dilakukan LeCompt, bahwa lebih 
dari 50% pernyataan seorang guru pesannya selalu dihubungkan 
dengan otoritas, perintah, orientasi tugas dan orientasi waktu.66  Freire 
nampaknya lebih berlian dengan pemikiran reformasinya, bahwa esensi 
yang sesungguhnya politik yang terjadi di dalam kelas adalah adanya 
kekuatan yang dimiliki oleh kedua pihak yaitu siswa dan guru untuk 
terjadinya dialog.67 Kemudian proses politik68 itu meningkat pada level 
di atasnya, ending-nya adalah di pemerintahan pusat yang menangani 
bidang pendidikan. Joseph Fischer menulis seraya memperjelas 
keterangan Goodlad, bahwa sistem politik di sekolah pertama kali 
muncul adalah dengan karakteristik yang tidak bervariasi dengan 
formulasi kelas, kadangkala kasta, struktur. Pada masyarakat ini ada 
                                                            
65 EM. Olivia Bevis, A New Direction for Curriculum Development  For 
Professional Nursing: A Paradigm Shif From Training to Education  (Athens, 
Georgia:  The Chicago University Press, 1990), 199. 
66 Lihat, Bevis, A New Direction for Curriculum Development  For 
Professional Nursing: A Paradigm Shif From Training to Education, 202. 
67 Dialog yang dimaksud Freire adalah mengenai pemikiran, imajinasi, dan 
kompetensi siswa berdasarkan keaktifannya yang memungkinkan adanya jawaban, 
solusi, perencanaan dan strategi pemecahannya. Dialog jangan hanya guru yang 
berkomentar, melainkan keduanya –guru dan siswa– ada. Diskusi itu menghasilkan 
pemikiran guru dan murid. Ini yang dimaksud dengan demokrasi pendidikan di dalam 
kelas. Bukan hanya guru yang mempunyai kekuatan (power) tetapi juga para siswa. 
Kekuatan (power) digunakan untuk mengorganisasi kelas dalam men-support 
pembelajaran. Kekuatan ini menjadi sebuah content keahlian, bagaimana belajar, 
menyimpulkan, dan bagaimana menjadi seorang yang ahli.  Lihat, Bevis, A New 
Direction for Curriculum Development  For Professional Nursing: A Paradigm Shif 
From Training to Education, 200.  
68 Yang dimaksud politik di sini adalah kebijakan pemerintah terkait 
dengan kurikulum baik itu otoritas pemerintah untuk menggeser, mengembangkan, 
menginovasi ataupun merubah kurikulum. Di sini kelihatan bahwa otoritas 
pemerintah (politis) lebih dominan dibanding faktor lain yang mempengaruhinya. 
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preser tentang perbedaan kondisi ekonomi dan secara rutin selalu 
muncul untuk diterapkan pertama kali pada kelas elit.69 
Kenneth J. Meier menambahkan sekaligus memperkuat 
keterangan Fischer, sistem pendidikan adalah penting sekali untuk 
demokrasi politik, bahkan Botkin et. al., melaporkan bahwa dalam 
seminar internasional yang disponsori oleh The Club of Rome, mereka 
melihat pendidikan adalah sebuah alat politik yang harus diberikan 
untuk mengantisipasi problem dunia dan menghadapi hari kiamat. 
Mereka memposisikan bahwa dunia harus dihadapi dengan program 
kekusutan yang sangat besar pada beberapa area seperti energi, 
populasi, pemborosan, polusi, dan makanan. Mereka berfikir bahwa 
pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan harus memberi 
pemahaman pada dua kritik: (1) kemanusiaan bergerak cepat ke arah 
”kejadian simpang jalan dimana tidak ada ruang untuk berbuat 
kesalahan”, (2) kita harus memutuskan lingkaran jahat dari sesuatu 
yang komplek, dan pemahaman yang salah dimana masih ada waktu 
untuk belajar.70 Dari sini muncul dua pendapat: pertama, bahwa 
nyatanya pendidikan disediakan untuk skill dan pengetahuan yang 
digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 
demokrasi. Secara alamiyah bahwa kontribusi pendidikan diakui secara 
nyata, dimana bahwa ukuran pendidikan adalah riil mandat dari 
beberapa studi partisipasi politik. Kedua, sedikit kenyataan bahwa 
pengaruh kuat proses pendidikan itu sendiri termasuk demokrasi. Pada 
umumnya untuk semua proses yang lain, pendidikan menyediakan 
manfaat lebih besar untuk individu-individu daripada manfaat untuk 
yang lain. Tidak hanya sarjana dari institut ke institut atau sekolah ke 
sekolah, pendidikan tidak hanya menyediakan prospek yang lebih besar 
                                                            
69 Joseph Fischer, The Social Sciences and the Comparative Study of 
Educational, Systems (Scranton, Pennsylvania: International Textbook Company, t.t), 
132. 
70J. Botkin, M. Elmandjra, dan M. Malitza, No Limits to Learning: 
Bridging The Human Gap, A Report to the Club of Rome (New York: Pergamon 
Press, 1978), 2. 
 
JURNAL QATHRUNÂ Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2016) 




untuk demokrasi, untuk murid-murid dari pada yang lain, tetapi 
menyediakan aktualisasi prospek untuk seseorang.71  
Memperkuat argumen Goodlad, A. V. Kelly, menegaskan, 
sebuah analisis fungsi historis dari sistem sekolah seperti aspek-aspek 
atmosfir peradaban negara menduga bahwa sistem sekolah adalah 
distimulasi oleh lingkaran politik. Khususnya bagaimana, baru-baru ini 
telah mengakumulasikan bukti bahwa sektor politik dari negara yang 
merupakan konstitusi dari masyarakat, dan lingkaran ekonomi diakui 
diantara instrumen kontrol infrastruktur pertahanan, bimbingan 
hipotesis lebih lanjut bahwa lingkaran politik dan ekonomi dalam posisi 
difusi dalam pendidikan.72 Kenneth J. Meier melaporkan, orang 
Amerika yang ideal adalah seseorang yang menempati posisi strategis 
dalam pendidikan, seperti jalan yang menanjak, hal itu sama saja ketika 
seseorang berpartisipasi dalam bidang politik dan ekonomi. Jika 
demikian, orang Amerika yang ideal memandang pendidikan sebagai 
solusi untuk kesamaan dalam demokrasi. Itu sangat baik seperti 
diungkapkan Marx yang menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah 
kembali menguatkan bias politik, untuk struktur pendidikan supaya 
perbedaan-perbedaan diantara kelompok besar dan kecil tidak 
kelihatan.73 Dengan lugasnya Marx mengatakan bahwa pendidikan 
dengan politik adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, hal ini jelas 
berpengaruh terhadap pergeseran kurikulum.    
Ada contoh politisasi pendidikan di Amerika, seperti ditulis 
Joel Spring, yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi mengalami 
depresi sehingga menutup aliansi (persekutuan) antara para pendidik 
dan komunitas bisnis.  Pada tahun 1950, para pebisnis menjalin 
hubungan dengan para politisi untuk mendeklarasikan para pendidik 
                                                            
71 Kenneth J. Meier, School Boards and the Politics of Education Policy, 
dalam Christina Wolbrecht dan Rodney E. Hero (Ed.),  The Politics of Demokratic 
Inclusion (Philadelphia: Temple University Press, 2005), 238. 
72 Fischer, The Social Sciences and the Comparative Study of Educational 
Systems, 130. 
73 Kenneth J. Meier, “School Boards and the Politics of Education Policy”, 
dalam Christina Wolbrecht dan  Rodney E. Hero (Ed.),  The Politics of Demokratic 
Inclusion, 239. 
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yang profesional supaya membuat hubungan sekolah, lemah dalam 
mempertahankan musuh-musuh komunis Amerika. Kritik ini 
diteruskan pada tahun 1980, dengan mengkutuk sekolah-sekolah untuk 
mempersulit Amerika dalam kompetisi internasional dengan Jepang 
dan Jerman Barat. Pada tahun 1990, sebuah kombinasi agama, politisi 
konservatif dan para komunitas bisnis mencoba menghindari lembaga 
pendidikan untuk membuat pendidik-pendidik yang profesional, 
mereka juga men-support sekolah pilihan dan sekolah-sekolah 
berprestasi.74 
Spring menambahkan, dari konflik ini, muncul kekuatan guru. 
Para guru mempercayai mayoritas mereka supaya mendapatkan 
kepatutan upah, kondisi kerja yang harmonis, dan menghubungkan 
kekuatannya dengan organisasi buruh. Pada beberapa kasus, para guru 
beraliansi dengan para pengusaha lokal dalam memperjuangkan gaji 
yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik dan pilihan yang lebih 
besar adalah dalam membuat kebijakan pendidikan. Perjuangan ini 
memunculkan gairah para guru untuk melawan para administrator yang 
tertarik melindungi kekuatan mereka sendiri dan para komunitas bisnis 
yang tertarik untuk menurunkan gaji para guru pada tingkat yang 
rendah. Action yang seperti ini diadakan untuk menegakan Federasi 
para Guru Amerika (AFT), yang beberapa tahun dilaksanakan sebagai 
taktik gabungan dalam pendidikan.75 
Para guru, lanjut Spring, juga mencoba mengontrol Asosiasi 
Pendidikan Nasional (NEA), dan meneruskan organisasi tersebut dalam 
sebuah kementerian untuk mengurusi kesejahteraan para guru. Para 
guru kemudian bertekad untuk melawan para administrator sekolah 
pada awal abad 20 tetapi baru ditanggapi pada tahun 1960 dan 1970 
dan menjadikan NEA organisasi para guru yang paling besar. Tahun 
1980 dan 1990, NEA dan AFT menjadi faktor penting dalam 
perpolitikan nasioanl. Tetapi dua organisasi tersebut establish untuk 
                                                            
74 Joel Spring, The American School, 1642-2004 (New York: Mc Graw 
Hill, 1986), 318. 
75 Spring, The American School, 1642-2004, 318. 
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menjadi aliansi dengan para politisi guna mendapatkan legislasi 
kepentingan mereka.76 
Kesimpulan Spring, bahwa dunia politik pendidikan pada 
awal abad 20 yaitu adanya aliansi  antara administrator sekolah dan elit 
bisnis lokal, aliansi antara guru-guru urban dan organisasi perdagangan, 
aliansi antara administrator sekolah dan kolega para kaum profesional 
untuk menjadikan NEA menjadi sebuah organisasi kesejahteraan guru, 
dan sebuah pergerakan grassroot yang tumbuh untuk memisahkan 
dengan sekolah. Kebijakan pendidikan nasioanl menformulasikan NEA 
dan menyebarkannya melalui hubungan informal para administrator 
sekolah dan para kolega profesional.77 
Terlepas dari politisasi guru dalam pendidikan dalam 
memperjuangkan kesejahteraan mereka, Ornstein dan Hunkins, 
melaporkan, bahwa selama kebangkitan pendidikan secara universal 
dari tahun 1820 – 1920, di Amerika, pemikiran pendidikan 
mengharuskan partisipasi kecerdasan dalam demokrasi politik dan 
pendidikan memperluas sekolah umum untuk sekolah tinggi dan 
akademi. Konsep ini memunculkan ide bahwa semua masyarakat dan 
anggota masyarakat berpartisipasi secara produktif dalam pendidikan.78 
Masih terkait dengan demokrasi politik, Kenneth J. Meier, memperkuat 
laporan Ornstein dan Hunkins, bahwa rasial dan etnis dalam mengakses 
kualitas pendidikan dicatat oleh beberapa sarjana ternama, kontribusi 
para kolega dan hubungan langsung dengan outcome, outcome tidak 
dapat memberi komentar tetapi outcome itu sendiri mempunyai masa 
depan demokrasi untuk politik dan distribusi kekuatan politik79 Lebih 
lanjut, Kenneth J. Meier, memperkuat laporannya, bahwa demokrasi 
inklusi, kemampuan minoritas untuk mengakses kekuatan politik 
                                                            
76 Spring, The American School, 1642-2004, 318. 
77 Spring, The American School, 1642-2004, 318-319. 
78 Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered In The Instruction 
of Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To 
Assist in Eliminating Barriers, 15 – 16. 
79 Meier, “School Boards and the Politics of Education Policy”, dalam 
Christina Wolbrecht And Rodney E. Hero (Ed.),  The Politics of Demokratic 
Inclusion, 240. 
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adalah positif jika dihubungkan dengan konsekwensi positif untuk 
murid-murid yang minoritas. Meskipun kita tidak mempunyai 
demonstrasi hubungan, minoritas dapat keluar dengan jelas dan 
mempunyai akses lebih besar untuk kualitas pendidikan pada suatu 
waktu kemudian memberikan efek pada demokrasi di lain waktu.80 Di 
sini jelas bahwa Ornstein, Hunkins dan Meier berpendapat bahwa 
pendidikan erat sekali hubungannya dengan politik, tetapi mereka lebih 
cenderung pada tataran demokrasi politik. Dengan demikian maka 
pergeseran kurikulumpun dipengaruhi oleh faktor politik juga. 
Joseph Fischer menggambarkan, satu hal yang penting dari 
aspek-aspek kurikulum sebuah sistem sekolah negara adalah siswa 
belajar sejarah masyarakatnya. Ini dapat diperlihatkan bersama ujian-
ujian, seperti elemen sentral pada kurikulum sekolah sejak sistem 
pendidikan yang pertama. Hal itu selalu ditulis dengan ideologi jika 
tidak sering diputarbalikan, sejarah dibutuhkan bukan sekedar 
demonstrasi. Seperti digambarkan, murid-murid Amerika, Jepang, 
Rusia dan lain-lain mempelajari sejarah negara mereka sendiri-
sendiri.81 Hal ini dimaksud supaya para siswa timbul rasa 
nasionalismenya.  
Joel Spring melaporkan, bahwa hancurnya perekonomian 
pada tahun 1930 mengakibatkan mayoritas politik bergeser pada dunia 
pendidikan.  Pertama, krisis ekonomi memulai adanya keretakan 
aliansi antara para administrator sekolah lokal, sekolah lokal yang 
berasrama, dan para elit lokal. Banyak para administrator sekolah dan 
sekolah berasrama menginginkan untuk memelihara program-program 
pendidikan dalam menghadapi beberapa tuntutan para pemimpin lokal 
yang lain untuk mengurangi angggaran pendidikan.  Kedua, tekanan 
ekonomi akibat dari depresi mengakibatkan para pemimpin pendidikan 
menyumbang pendidikan untuk memberikan perubahan radikal pada 
                                                            
80 Meier, “School Boards and the Politics of Education Policy”, dalam 
Christina Wolbrecht And Rodney E. Hero (Ed.),  The Politics of Demokratic 
Inclusion, 240. 
81 Fischer, The Social Sciences and the Comparative Study of Educational 
Systems, 138. 
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masyarakat. Kreasi ini  memberikan image radikal yang berlebihan 
pada sekolah, yang memberikan argumen positif pada tahun 1940 dan 
1950 sekolah-sekolah publik di bawah pengaruh komunis. Akhirnya 
pemerintah daerah memperkenalkan program baru untuk memberikan 
solusi masalah pengangguran baru. Ekspansi ini merupakan peran 
pemerintah daerah pada pendidikan dan men-setting tingkatan 
intervensi selanjutnya pada tahun 1940 dan tahun 1950. Tambahan, 
keterlibatan pemerintah membuat tensi naik antara para pendidik 
profesional dan pemerintah daerah seperti peran setiap golongan dalam 
mengontrol hal yang baru.82   
Dua pandangan yang berbeda titik tekan dalam melihat faktor 
yang mempengaruhi pengembangan, pergeseran dan perubahan 
kurikulum, walaupun dengan berbagai variasi pendapat. Anwar Jasin, 
Lary Cuban, Audrey Osler, Levinson, Durkheim dan lain-lain, mereka 
berpendapat bahwa pergeseran kurikulum dipengaruhi oleh faktor 
ideologi (agama), sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi bahkan 
faktor intern pendidikan itu sendiri turut mempengaruhi. Anwar Jasin 
cukup lengkap menyebut faktor-faktor ini, sementara yang lain, seperti 
Lary Cuban, menambahi demografi, Audrey Osler tidak menyebut 
ideologi dan politik. Levinson dan Durkheim lebih cenderung ke faktor 
sosial dan budaya. Walaupun, dugaan saya, bahwa orang-orang seperti 
John I Goodlad, Olivia Bevis, Freire, Joseph Fischer, Botkin, A.V. 
Kelly, J. Spring dan lain-lain juga tetap tidak meninggalkan faktor-
faktor yang telah disebut Anwar Jasin c.s, tetapi mereka Goodlad c.s  
menekankan, bahwa yang mempengaruhi pergeseran kurikulum adalah 
faktor politik.  Goodlad, proses politik ada dalam proses pendidikan 
bahkan proses politik merupakan ending dari pendidikan. Olivia Bevis, 
nampaknya lebih tertarik dengan politics in classroom, yang saya pikir 
merupakan awal dari proses sebab terjadinya pergeseran kurikulum. 
Freire dengan pemikiran reformasinya mengemukakan tentang 
demokrasi politik di kelas, sementara Joseph Fischer lebih menyoroti 
bahwa terjadinya politisasi pendidikan karena perbedaan backgraund 
                                                            
82 Spring, The American School, 1642-2004, 326.   
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sosial ekonomi mereka di dalam kelas sehingga menimbulkan kasta. 
Botkin lebih mengglobal lagi, bahwa out put pendidikan harus dapat 
mengatasi krisis politik dunia. Kelly, menyoroti politik difusi dalam 
pendidikan, dan Spring lebih mengangkat  peran serta para guru dalam 
mempertahankan nasibnya di dunia pendidikan terkait dengan gaji yang 
mereka terima.  
Dari dua pandangan yang bertolak belakang ini, posisi penulis 
akan memperkuat pendapat yang kedua dengan suatu revisi bahwa 
pergeseran kurikulum lebih dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini 
memberi arti bahwa bukannya faktor-faktor lain tidak menentukan, 
tetapi yang lebih menentuakan adalah faktor politik.    
 
D. Kesimpulan 
Pergeseran kurikulum adalah merupakan hal yang alami, 
pergeseran tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor 
ideologi, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian 
kurikulum harus bersifat luwes dan fleksibel, karena ketika faktor-
faktor tersebut mempengaruhinya, sangat dipastikan kurikulum itu 
mengalami pergeseran. Disamping itu, pergeseran kurikulum sering  
juga merupakan tuntutan dari bawah (grassroot) ataupun tuntutan dari 
atas (pemangku kebijakan). 
Dalam terminologi pergeseran kurikulum penulis mendapatkan 
istilah pergeseran, perubahan, inovasi dan pengembangan kurikulum. 
Pergeseran yang berarti, kurikulum bergeser ke arah yanng dituju, 
tetapi secara substansi komponen kurikulum tersebut masih ada. 
Perubahan kurikulum, berarti kurikulum itu mengalami perubahan yang 
sangat mendasar. Inovasi kurikulum berarti kurikulum tersebut 
mengalami pembaharuan di berbagai komponen-komponen yang ada. 
Pengembangan kurikulum, berarti kurikulum itu berkembang secara 
dinamis ke arah yang lebih sempurna. 
Terdapat dua pendapat yang berbeda terkait pergeseran 
kurikulum, pendapat yang pertama, mengatakan bahwa pergeseran 
kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor ideologi, 
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sosial, budaya, ekonomi dan politik. Faktor-faktor inilah yang 
mengendalikan perubahan kurikulum. Kedua, pendapat yang 
mengatakan bahwa pergeseran kurikulum lebih dominan dipengaruhi 
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